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KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 06-DPRD/2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWKARTA

TAHUN ANGGARAN 2010

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 5 ayat 1 menyatakan
Pemeritah atau Pemerintah Daerah Dapat mendanai investasi
dan atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah
atau bantuan sosial sesuai Peraturan Undang-Undangan;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana
alokasi Khusus di Daerah Pasal 33 ayat (1), DAK Bidang
Pendidikan dialokasikan melalui mekanisme belanja hibah
kepada Sekolah;

c. bahwa setelah Perda APBD Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2010 di tetapkan dan sesuai Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 978/Kep.1752-Disdik/2009 tentang Bantuan
Keuangan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
terdapat bantuan Propinsi untuk Pendidikan yang belum masuk
pada perda tersebut dan terdapat belanja daerah bidang
pendidikan yang termuat dalam belanja langsung, seharusnya
berada pada belanja tidak langsung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf
b dan huruf c tersebut di atas dipandang perlu menetapkan
Persetujuan Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010.
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Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2009.
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Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.1752-
Disdik/2009 tentang Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan
Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah
menengah Kejuruan (SMK);

2. Perturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010.

3. Surat Bupati Nomor : 978/331/DPKAD, perihal Persetujuan
Pimpinan Dewan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang
persetujuan penetapan peraturan bupati tentang perubahan atas
peraturan bupati nomor 1 tahun 2010 tentang Penjabaran atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2010

KEDUA : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada
Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Mempersilahkan kepada saudara Bupati untuk menetapkan
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA
dan diktum KEDUA di atas, dengan catatan harus diajukan lebih
lanjut dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010;
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Maret 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

ttd

HASANUDIN, S.Sos

ttd

R. DEDDY HERAWAN S, S.AP

ttd

DADANG BURHANUDIN

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.


